SALINAN

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105/0/1957
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA

MENTERI FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ta bahwa dalam rangka pemerstaan kesempatan  untuk
mangikuti pendidikan, peningkatan mute, serta dalam
retyukaeskan wajib belasjar pendidikan dasar sembilan
tahun  dipandang  petle memberikan  beasiswa  kepada
peserts didik yang mempunyai bakat dan atawe prestas tinggi

keadaan ekonomi crangtua atau wali lemazh;

b. bahwa Keputusan Wenteri Pendidikan dan Kebudayaan
Momer 02871974 tentang Pemberdan Beasiswa Dalam
Rangka Program Pembinaan Bakat dan Prestasi dan

peraturan  pelaksanaannya tidak sesuai  lagi
perkembangan saat ini sehingga perlu difinfau kermbali

1. Undang-undang Momor 2 Tahon 1988; -

2. Peraturan Pemetintah:
a. Momor 28 Tahun 1990;
B Nomor 2% Tahun 19480,
. Momor 30 Tahun 1990;
d. MNomor 72 Tahun 1991

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
4. Neormor 44 Tahun 1974

k.  MNemar 1% Tahun 1984 sebagaimana telah bsherapa
kal diubah terakhir dengan Keputusan Prasiden

Fepublik Indonesia Momor 76 Tahun 1998,
. Nornor 964 Tahon 1983;

4. Keputusar Menter Pendidikan dan Kebudayaan:
A Momor 022 2bA0A 230;
b, MNomor 02220f01580:
. MNomor Q870N 383,
d.  Momor 0B3RS



SALINAN

Menimhang

Mengingat

KEI'UTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
WOMOR 105 /G997
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

. bahwa dalam rangka pemerataan Kesempatan umink mengiki

pendidikan, peninglcatun mutu, serta dalam rangka menyukseskan wajih
belajar peadidikan dagar sembilan tahun dipandang perlu memberikon
beasiswa kepada peserta didik yang mempunyai bakat dan atau prestasi
{ingel tetapi keadaan ekonymi crangiua atan wali lemah;

. bahwa Eeputusan Mentert Pendidikan dan Kebudayaan Nemaor

G267/U0/1974 tentang Pemberian Beasiswa Dslam Rangka Propram
Pembinaan Bakat dan Prestasi dan peraturan pelaksanaannys tidak
sesuai lapi dengan perkembangan sasft ini schingga perlun difinjau
kembali;

. Undung-undang Nomor 2 Tahun 1989;

. Ferateran Pemerintah :

a. Nomor 28 Taluun 1990;
1. Momor 29 Tahun 1999;
¢. Momor 30 Tahun 19
d. Nomor 72 Tahun 1941

. Kepuiusan Presiden Republik Indonesia @

4. Nomor 44 Tahun 1974;



MEMUTLUSKAN:

Meretapksn : KEPUTUSBAN MENTERI FENWDIDIKAN D[DAN KEBUDAYAAN

REPLBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BEASISYYA.

BAB |
KETENTUAN UNUM

Pasal 1

Dralam Keputuszan ini yang dimaksud dengan:

1.

Beasiswa adalah bantuan Pemerintah berupa sefumlah vang yang diberikan
kepada peserta didik warga negara [ndonssia yang skan atau sedang
mengikuti  pendidikan pada sekolah/perguruan tinggi negerifewasta tetapi
keadaan ekonormi orang tua atau wali lamah;

Ekgnomi |lemah adalah ketidakmampuan orangtua atau wali peserta didik
dalam menyediakan biaya pendidikan:

Bakat adalabh rangkaian tanda vang dapat dijadkan petunjuk mengenal
kemarmpuan pesera didik untuk memperaleh pengetahuan dan keterarmpilan
tertenty malalu pendidikan dan latihan, di bidang olahraga atau seni budaya;

Prestasi adalah hasil belgar yang tetah dicapai oleh peserta didik datam mats
pelajaran atau mata kuliah yang ditempehnya pada suatu. sekolsh atau
perguruan tinggi; '

Kepribadian adalah ciri khas dari tingkah laku pesera didik baik yang bersifat
fizik ataupun mental dalam mengadakan penyesvaian dirinya dengan orang
l=in dan alam sekitarmya;

Satuan pendidikan adalah safuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di lingkungan  pembinaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Sekolah Dasar (SD) adalah Sskolah Dasar atau Sekolah Dasar Lirar Biasa
{2DLB) bak neger maupun swasta di lingkungan pembinaan Departemen
Fendidikan dan Kebudayaan,

Sekolah Lamutan Tingkat Pertama (SLTP} adaleh SLTF atau Sekalah Lanjutan
Tingkat Perama Luar Biasa (SLTPLE] bak neger maupun swasta dan
Sehkslah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTPT) dalam lfngkungan
Departernen Pendidikan dan Kebudayaan;

Sckolah Menengah Umum {(SMUY adalah SMU negsr maupun swasta di
lingkungan pambinasn Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;



b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubab teralhir
dengan Kcputusan Presiden Republik Indonesla Momor 76 Tahun
1994;

c. Nonmwr 96/M Tabun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

4. Namar 1222501980,
b. Nomor (222c/0/1980;
. Nomor O8%/0/1983;
d. Nomar (8801953,

MEMUTUSKAN :

Mepnetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDMKAN DAN  EKEBUDAYAAN

REPUCBLIK JNDONESIA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA,

BABT
KETENTUAN UMIIM

Pasal 1

Dalum Kepufusan ini yang dimalksng dengan

L.

Beagiswa adalah bantuan Pemerintah berupa sejumlah wvang yang
diberikan kepaila peserta didik wargs negara Indonesia yanp akan atan
sedang  mengikuti  pendidikan pada sckolah/pergurun tinggi
negerlfswasia tetapi keadaan ekonomi oranp ua atan wali lemah;
Ekonomi lemah adalah ketidakmampoan orangiua atan wali peserta
didik dalam menyedizkan biaya pendidikan;

Bakat adalah rangkaian tanda vang dapat dijadikon petunjuk mengenal
kemumpuan peserta didlk  wituk memperoleh pengetahwan dun
keterampilan tertentn melafoi pendidikan den Jatihon, di bidang
olahraga atan seni hodaya;

Prestasi adalah hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik
dalam mata pelajuran atan maia koliah yang ditempuhnya pada suatu.
sekolal: atau perguruan tinggi;



10

1.

12.
13.

14,

15,
18,

17.

1E.

Sekalah Menengah Hejurpan (SME} adalah SMK negeri maupun swasta di
lingkungan parmbingan Depangmen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kanwil adalgh Kantor Wilayah Depademen Pendidikan dan Kebudayaan di
propins;

Koordinater Keopertis adalah Keordinator Koordinasi Perguruan Tinggl Swasts;
Fimpinan Fakultas adalah Dekan pada Universitas/institut;

Fimpinan Perguruan Tinggi adatah:

a. Rektor Universitas/nstitut;

b.  Ketua pada Sekelah Tinggi;

g, [Direktur pada Peliteknik atau Akademi;

Balithang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudaysan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kelompok Kefs adalah sekslompek petugas vang khusus  ditunjuk dan
mendapat tugas tertenty;

Manter adalah Menter: Pendidikan dan Kebudayaan;
Departemen adalabh Departemean Pendidikan dan Kebuday=asn,

Pasal 2

Semua Jenjang pendidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaiukan
ealan pererima beasiswa.

Fazal 3

Beasiswa bagi anak yang betbakat dan berprestasi tinggi di bidang olabraga dan
atau seni budaya hanya dibarikan kepada siswa SLTP, ShMU, SMK dan mabasiswa.

BAE I
JENIZ BEASIZWA

FPazal 4

(1] Jenis Beasiswa:

4. Beasiswa Umum;
b, Beasiswa Khusus;

{21 Beasiswa Urmum diberikan kepada;

a. Anak usia sekolah {7-15} tahun;
b. . Pesera didik yang berbakat dan atau betprestasi,
. Peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan yang lebib Ungai;
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11.
12,

13.
IA.

15,

17.
18,

3

Eepribadizn adalah ¢iri khas dari tinglkah laku peserta didik baik yang
bersifat fisik atsupim mental dalam mengadakan penyespaian dirinya
densgan orang lain dan alam sekitarmya;

Satusn pendidikan adalah satwan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar, pendidiksn meoengah dan pendidikan tinggl di lingkungan
pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Sekolah Dasar {(SD) adalah Sekolah Dagar atau Sckolah Dasar Luar
Biasa (SDLB) bhaik negeri maupun swasta di lingkungan pembingan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTF) adalah SLTT atan Sckolah
Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLE) baik ncgeri maupun
swasta Jan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbnka (SLTPT)
dalam lingkungan Departemen Pendidikan dn Kebudayaan;

Sekolalh Menengah Umum (SMU) adalah SMU negeri maypun swasta
di kngkunpan pernbinaan Departemen Pendidikan dan Kehbudayaan;
Sekolah Manengah Kejurwan (SMEK) adalah SMK negeri mauapun swasta
di lingkungan pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudaysan;
Kanwil adalah Kanior Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan di Propinsi;

Kopordinator Kopertis adalsh Ecordinator Keordinasi Perguruan Tinggi
Swasta;

Pimpinan Fakuitas adalzh Dekan pada UniversitasTnetitot:

Pimpinan Perguruan Tinggi adalah ;

a. Rektor Universitas/Ensticot;

b. Ketua pada Sekoiah Tinggi;

e. Direktur pada Poliieknik atau Akadeni;

Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan Departemen Fendidikan dan Eebudaysan.

Kelompok Kerja adalah sekelompok petmgns yang khusus
dltunjuk dan mendapat tugas terienty;

Menteri adalah Menteri Peadidikan dan Kebudayaan,

Pepartemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Semua jenjang pendidikan mempunyai kescmpatan yang sama untuk
mengajukan calon penerima beasiswa.



(3} Beasiswa Khusus dibarikan kepada:
a. Peserta didik vang berasal dari daerah terpsncil atao tedinggal vang di
pindah ke kofa;
b. Siswa SLTP Terbuka:
G Peserta didik yang cacaf,

BAB Il
PERSYARATAN

Bagian Pertama
Persyaratan Beasiswa Umum

Pasal 5

(13 Persyaratan penerima beasiswa bagi anak uzia sekolah {7.15) tghun;
a. keadaan ekoncmi lemah:
b, mempunyai minat dan potensi untuk masuk sekalak;
¢ uzia aptara 7 sampai dengan 15 tahun;

{21 Persyaratan penerma beasiswa bagi peserta didik yang berbakat dan atay
berprestasi:
& berhakat dan atsu berprestasi;
b.  keadaan ekonormi lermah;
= bukan penerimea baasiswa fain;

(31 Pergyaratan penerima beasiswa unluk memasuki satuan p_ehdidik,an vang l=kib

tinggi:

a. herhakat dan berprestasi

b, keadaan ekonomi lemah;

¢ bukan penerima beasiswa [ain;

d.  mempunyai minat dan potensi untuk melanjutkan;

Bagtan Kadua
Persyaratan Beasiswa Khusus

Pasal 6

(1) Persyaratan penerima beasiswa bagi peserta didik yang berazal dari daerah
terpencil atay tertinggal yang dipindah ke kota;
a. berbakat dan atau herprestasi;
b.  keadaan ekonomi lemah;
c.  bukan penerima beasiswa lain;
d. arang tua tinggal di daerah terpencil atau teringgal;

(2} Parsyaratan penerima beagiswa bagi siswa SLTR Terbuka:
&. . berbakat dan ataw berprestasi;
b, keadaan ekonormi lemah;
c. bukan penerima beasiswa lain;



d

Pasal 3

Beasiswa bagi anak yang herbakat dan herprestasi tinggi di hidang alahraga
dan ateu senil budaya kanya dikerilcan kepada siswa SLTI, SMU, SME dan

mahasiswa.
BAD 11
JENIS BEASISYWA
Pagal 4
(1} Jemis Beagiswa;

(2

(3)

(1)

a. Beasiewa unnzm;
b. Beasiswa khusus;

Beaslswa wnnun diberikan kepada :

a. Anak usia sekolab (7-15) tabun;

b, Peserta didik yang berbakat dan atan berprestasis

c. Peserta didik nntuk memasuki satwan pendidikan yang lebib tinggi;

Reaviswa khusus diberikan kepada ;

g. Peserta didik yang berasat dari daerah terpencll alau tertinggal yang
di pindah ke kotz;

k. Siswa SLTP Terbuka;

c. Peserta didik yang cacat;

BAR III
PERSYARATAN

HBagian Pertamu
Persyaratan Beasiswa Umum

Pasal 5

Persyaratan penerima beasiswa bagi anak wsia sekolah (7-15) tabun:
a. keadasn ekonomi lemah;

h. mempunyal minat dan potensi untuk masuk seliolah;

¢. usia antara 7 sampai denpan 15 tahun;



{3}

{1

{2)

{3

{4

{1}

{2)

{3

{4)

Persyaratan penerima beasiswa bagl pesetta didik yang cacat:

a. keadaan ekonomilemah:

. mempunyai minat dan potens] untuk masuk atau melanjutkan sekolah;
c.  bukan penerima beazizwa lain;

BAB IV
PENYELENGGARAAN SELEKSI| CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

Seleksi calon penerima beaszizwa dilaksanakan secars begenjany:

a. untuk 3D oleh Kepala Sekolah dat Kepala Kantor Kecamatan;

b.  untuk SLTF, 5bU dan SMK oleh Kepala Sekolah dan Kepala Kantor
Departemen Kabupaten/Kotamadya,

c. untuk Perguruan Tingdi oleh Ketos Joresan dan Dekan,

Penyalenggaraan seleksl untuk jenjang pendidikan desar dan pendidikan
menengah diatur dalam Keputusan Direktur Janderal Pendidikan Dasar dan
Menengah.

Fenyelengoaraan  seleksi untek jenjang  pendidikan  tinggi  diatur  dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tingagi.

Penyusunan dan Pengembangan alat seleksi dikoerdinasikan  dengan
Balitkzang.

BAB YV
FENETAFAN FENERIMA BEASISWA

Pazal &

Penstapan pengrima beasiswa S0, SLTF, SMU/SMK clsh Kepala Kantor
Wilayah Atas nams Menten.

Penatapan penerimz beasiswa yang dibiayai Pusat oleh Dirsktur Jenderal atas
narma Menderi, : '

Penctapan. penerima beasizwa dari Pergunsan Tinggi Negeri oleh Pimpinan
Perguryan Tinggi atas nama Mentar.

Penetapan penerima beasiswa Perguruan Tinggi Swasta ‘vleh Koordinatar
Kopertis atas nama Menteri,



(2)

3

)

(2)

3

Persyaratan penerima heasigwa bagi peserta didik yang berbakat dan
atavw berprestasi:

a. berbakat dan ataw herprestasi;

h. keadaan ehonomi lemah;

¢. hukan penerima beasiswa laing

Persvaratan penerima beasiswa uniuk memasuki satuan pendidikan
yvang lebih tinggl:

a. berbakat dan berprestasl;

h. keadaan ekonomi lemah;

¢. bukan penerima beasiwa lzin;

d. mempunyai minat dan potensl unitwk melanjuikan;

Ragian Kedua
Persyaruiun Beaslswa Khosus

Pasal §

Persyaratsn penerira heasiswa bagi peserta didik yang berasal dari
daerah terpencil atau tertingpal yang dipindab ke kKeta:

a. berbakat dan atan berprestasi;

b. keadaan ekonomi lemah;

¢. bukan penerima beasiswa lain;

d. orang tva tingpal di dacrah terpencil atau tertinggal;

Persyaratan penerima beaslswa bagi siswa SLTY Terbuka :
a. berbakat dan atan berprestasi;

b. keafdaan ekonomy lemah;

¢. hukan pemerima beasiswa lain;

Persyaratan pcnerima beasiswa hagi peserta didik yang cacat:

a. keadaan ekonomi lemah;

1. mempunyai minat dan potensi untuk masuk atau melanjutkan
sckoiah;

¢. bukan pencrima beagiswa laing



BAB VI
KEWA.JBAN PENERIMA BEASISWA DAN PEJABAT PELAKSANA

Pasal 9

Penerima beasiswa wajib segera melaporkan kepada Kepala Sekolah, Dirskiur
Akademi, Rireliur Politeknik, Ketua Sekelah Tinggi, dan Dekan Fakultas setiap kali
yang bersangkutan tetah menerima beasiswa.

Fa=zal 10

Penetima beasiswa wajiby:

1. Memperahatkan dan atay meningkaikan prastasi belajarmya.

2. Rain melaksanakan tugas yang  diberikan  kepadanya selama dalam
pendidikan.

3. Menunjukkan kelakiean yang terpu;i,

4. Menggunakan beasiswa yang dilermanya sesuai dengan maksud dan tujuan
pembrerian beasiswa.

Pasal 11
Penerima beasiswa dibebaskan membayar biaya pendidikan.
Pasal 12

Guru dan Kepala Sekolah, Tenaga Penggjar dan Ketua Program Studi, Direktur
Akademi, Direktur Politeknik, Ketua Sekolah Tinggi dan Dekan Fakulias wajib
mengawas dan' membiha pensnma baasiswa agar dapat memenuhi kewajibannya
sebagaimana penatima bassiswa.

Pasal 13

Kepala Sekolah, Ketua Program Studi, Direktur Akademi, Direktur Politeknik, Ketua
Seckolah Tingdi, dan Dekan Fakulas secara aktif mengusahakan agar penerima
beasiswa dapat menerira beasizwa sebagaimana semestinya.

Pasal 14

{13 Kepala Sekolah, Ketua Program Studi, Direktur Akademi, Direktor Polifeknik,
Ketua Sekolah Tihgdl, dan Dekan Fakultas, waib melapotkan keadaan
beasiswa kepads atasan langsung masig-masing.

(2} Kewsjiban lain pejabat pelaksang yaty;
ag. Untuk jznfang pendidikan dasar den pendidikan menengah diatur oleh
Cirektur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
k. - Untuk jenjang pendidikan tinggi diatur aleh Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi.



(1)

2)

3
(4}

{1)
(2)
(3}
(@

BAB IV
PENYELENGGARAAN SELEKS]
CALON PENERIMA REASISWA

Pasal 7

Scleksi calon penerima beasiswa dilaksanakan secara berjenjang:

8. unjuk SO vleh Kepala Sekolah dan Kepala Kantor Kecamatan;

b. untuk SLTF, SMU dan SME okh Kepala Sekofah dan Kepala
Kantor Departeruen Kabupaten/Kotamadya;

c. uruk Pergurnan Tinggi oleh Ketua Jurusan dan Dekan;

Penyelenpparasn selelsi untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan
menengah diastur daiar: Keputusan Direkior Jenderal Pendidikon Dasar
dan Menengah.

Penvelengparaan seleksi untuk jenjang pendidikan tinggd diatur dalam
Kepuiusan Direktur Jenderal Pendidikan Tingpi.

Penvusiman dan progembangan alat seleksl dikoordinasikan dengan
Balithang.

BAB Y
PENETATPAN PENERIMA BEASISWA

Pasal &

Penctapan penerima beasiswa SD,SLTF, SMU/SMK oleh Kepala Kantor
Wilayah atas nama Menderi.

Penetapam penerima beaslswa yang dibiayai Pusat oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri.

Penetapan penerima beasiswa dari Perpuruan Tinggl Negeri oleh
Plmpinan Perguruan Tinggi atas nama Menteri.

Penetapan penerima  beasiswa Perguruam Tinggi Swasta oleh
EKoordinator Fopertis atas nama Mentert,



BAE VII
FENIMJAUAN KEMBALI PEMEERIAN BEASISWA

Pazal 15

Fada akhir tahun pelajaran atau tahun akademik diadakan peninjauan kembali
tethadap siswa atau mahasiswa penerima beasiswa.

Pasal 16

Beasiswa dapat diteruskan pada tahun pelajaran atau tahun skademik berikutrya
apabila memenuhl persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 140,

Pasal 17

Beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa:

1.
2,

3
4,
5.

(1)

{2}

Tidak memenuhi kewafiban sebagaimana terssbut dalarm Pasal 10.

Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan olgh suats putusan
pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukurm yang tetap.

Menarima beasiswa lalnnya. ’

Tidak |agi barstatus sebagai siswa atau matrasiswa.

bMeninggal dunia,

BAB VI
ALOKASI DAM BESARNYA DAMA BEASISWA DAN JANGIKA WAKTU
PEMBERIAN BEASISWA,

Pasal 18
Alckasi dan besarnya dana beasiswa untuk S0, SLTP, SMUWSME dan
Perguruan Tinggi diatur dan disesuaikan dengan pola kebjjakan pendidikan
secara keseluruhan dan besarnya dana yang tersedia.
Alokasi dan besarnya dana beasiswa yang telah ditetapkan untuk setiap jenis
pendidikan dibagikan kepada setiap Kantor Wilayah dan Perguman Tinggi
merurut pertimbangan jumlah calon penerima beasiswa.

Pasal 19

Alokasi dan beasiswa untuk mereka yang berbakat dan berprestasi tinggi di bidang
clabraga atau senu budaya:

a.

.

pada SLTP, SMU dan SMK didasarkan pada pedimbangan  jumlah
Kabupatenfotamadya dalam Kanwil.

pada Perguruan Tinggi, masing-mazing Pergurean Tinggi mendapatikan jatah
sesual dengan perbandingan jumlah mahasiswa,



Pasal 20

Beasiswa diberikan secara berfahap untuk jangka waktu 1 (satu} tahun pelajaran
atau 1 {satu) tahun akademik, yaitu 12 {dua belas) bitlan.

BAB X
PENYALURAN BEAZISWA

Paszal 21

Pembayaran beasiswa bagi penerima beasiswa dilaksanakan cleh pengelola dana
beasiswa dan disalurkan melalii Lembaga Keuangan atau Badan Usaha Milik .
Negara.

Pacal 22
Deasiswa disampaikan kepada penerma beasiswa dalam benfuk uang twinai.
© Pasal 23

{11 Bangi penerima beasiswa yang meninggal dan belum menarima uang haasiswa
semasa yang bersangkutan masih hidup, uang beasiswa tersebut dapat
disampaikan kepada ahli warisnya.

{2] Bagi penerima beasiswa yang dihentikan sebagaimana yang dimaksudkan
dalam Pasal 17 dan belum menerima uang beasiswa semasa  yang
bersangkutan belum dihentikan, mereka berhak mensrma beasiswa tersebut.

BAB X
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 24

Pengkoorditmsiah perencanaan dan pelaksansan pensitian dan pengaribangan
tenfang hal-hal yang erat hubungannys dengan pelakzanaan pemberian beasiswa
dilaksanakan aleh-Balitbaing.

Paszal 25

{11 Hal-hal yang menjadi sesaran penelitian dan pengembangan dimaksudkan
dalam Pazal 24 mencakup;
a.  mekanisme program selsksi, termasuk pengembangan alat seleksi yang
lekih rantap, murah, dan febih mudah difaksanakan;
mekanisme pengelalaan pemberian beasiswa;
program dan mekanisme pembinaan bakat dan prestasi
- pengarceh pembernan beasiswa bagi pembinaan bakat dan prestasi;
hal-hal yang dianggap penting.

oo T



Pasal 14

(1) Kepala Sekelah, Eetua Program Studi, Direktur Aksdemi, Dirckinr
Politeknik, Ketva Sekolah Tinpgi, Dekan Fakaoltas, wajib melaporkan
keadaan beasiswa kepada atasan langsung masing-masing.

(2) Kewajilan luin pejabat pelaksana yaitu :

a. Untuk jenjang pendidikai dasar dan pendidikan menenpah diator
oleh Direltur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menenpah.

h. Untuk jenjang pendidiksn tinggi diatur oleh Direktur Jendecal
Pendidikan Tingpi.

BAR VII
PENINJAUAN KEMBALI FEMBERIAN BEASISWA

Pasal 15

Pada akhir tahun pelsjaran atan tabun akademik diadakan peniojauan
kembali terhadap siswa atan mahasiswa penerima beasiswa,

Fasul 16
Beatiswn dapat diteruskan pada tabun pelajaran ataw {shun akademik
berikntnya apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tersehut dalam Pasal
19.

Pasal 17

Beasiswa dihentikan apabila penerima beasiswa :

1. Tldak memenuhi kewajiban sehagaimana tersebut dalam Pasal 10.

2. Dinyatakan bersalah melakukan findak pidana kejahatan oleh suatu
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan bukum yang tetap.

3. Menerima beasiswa luinnya.

4. Tidak lagl berstatus sebagai siswa atan mahasiswa.

5. Meninggal dunia.



Crangan memperhatiban ketentuan sebagaimana dirnaksud dafam ayat £1), alat
dan kritefa yang digunskan dalam melaksanakan identifikasi bakat dan
prestas] ditinjau kembal apabila dipandang periu.

Pasal 2&

Untuk mefakukan peneliian dan pengembangan sebagaimana  dimaksud
dalam pasal 24 Kepala Balittang dapat membentuk Kelompok Kera yang
ditugaskan untuk itu.

Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dilaporkan cleh Kepala Balithang kepada Menteri setiap akhbir tahun palsjaran
atau tahun akadamik, astau setiap saat apabila dipandang perdu dan
tembusannya disampaikan kepada Direkiur Jenderal yang bersanglutan,

BAE X
KETEMNTUAN LAIN-LAIN

- Pasal 27

Apabila tersedia dana, ssluan pendidikan di luar permbinaan Bepartamean dapat
mengajukan calon penarima beasiswa kepada Mented.

Beasiswa yang akan diberikan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, pelaksanaannya dikcordinasikan {erlebih dahilu dengan instansi
pembina satuan perdidikan yang barsangkutan,

BAB X
PENUTLF

Pasal 28

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomar OZEFUM9YY, MNomor O192/KM975, Nomoer Q12FKMST8 dan Mormor
0445 M 08F dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Citetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 1387

MEWTER] PENCIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
tid.

Frof. Dr-Ing. Wardiman Djojonegore



BAEB VLI
ALOEKASI DAN BESARNYA DANA BEASISWA DAN
JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

Pacal 13

f1)  Alokasi dan besarnya dana beasiswa untuk Sy, SLTP, SMU/SME dan
Perpuruan Tinggi dimtur dan disesuaikan dengan pola kebijakan
perclidikan secara kesefuruhan dan besarnya dana yaog tersedia,

(1) Alokasi dan besarsnya dana beasiswa yany telah ditetapkan untuk setiap
jenis pendidikan dibagikan kepada setiap Kantor Wilayah dan
Pergorusn Tinggi menurut pertimbangan jumlah calon penerina
beaslswa.

Pasal 1Y

Alokasi dan beasiswa untuk mercka yang herbakat dan berprestasi tinggi di

bidang elahraga atau seni budaya :

a. pada SLYP, SMU dan SMK didasarkan pada pertimbaogan jumlah
K abupaten/Kotamadya dalam Kanwil,

%. pada Perguruan Tingpi, masing-masiog Pergurvan Tinggi mendapatkan
jatuh sesuai dengan perbandingan jumlah mahasiswa,

Pasal 20

Eeasiswa diberikan secara bertshab wmtuk jangka waktu 1 (satw) tahun
pelajaran atau 1 (satu) tahun akademmik, ysitu 12 (dua bedas} bulan.

BAB X
PENYALURAN BEEASISWA

Pasal 21
Pembayaran heasiswa bagi penerima beaslswa dilaksanakan oleh pengelola

dana beasiswa dan disalurkan melalui Lembaga Kevangan atan Badan Usaha
Milik Negara.



SALINAN Keputusan ini disampailkan kepada;

1. Sekretaris Jenderal Depattermen Pendidikan dan Kebudayaan,

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebadayaan,

3. Dirgktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan
dan Kehudayaan,

4, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

3. Sekestaris Inspektorat Jenderal, Sekretartis Direktarat Jenderal Pendidikan
Casar dan Menenga, dan Direktorat Jendetal Pendidikan Tingagi di lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

8.  Semua Gubetnur Kepala Dasrah Tingkat |,

7. Semua Kepala Kattor Wikaysh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Prapirsi,

2. Direktur Janderal Anggaran Departemen Keuangan,

9. Badan Pemeriksa Keuangan,

10. Kantor Ferbendabaraan dan Kas Hegara setermpat,

11. Komisi IX DPE-RI,

Salinan sesuai dengan aslinys
Bire Hukum dan Hubungan Masyaralet
Departemen Pendidikan dan Kabudayaan,

Nardiyah
MIP 130344753
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Dengan memperhatikan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), alat dan kriteria yang digunakan dalam melaksanakan idemtifilkas
bakat dan presiasi ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Pusal 24

Untuk melakokan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 Kepala Balitbung dapat membentuk EKelompok Kerja
yang ditugaskan smtuk i,

Hasil penelitian dan pengembangai schagaimana dimaksud dalam Pasal
24, dilaporkan oleh Kepala Ralithang kepada Menteri setinp akhlr ¢ahun
pelajaran atzu tahun akademik, atav setiap saai apabila dipandang
perlu dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal yang
hersanghkutan,

BAEB X1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27
Apabila t{ersedia dana, satuan pendidikan di lvar pembinaan
Departemen dapat mengajukan calon penerima bessiswa kepada
Menteri.
Beagiswa yang akan diberikan kepada peserta didik sebapaimana
dimaksud padx avat (1), pelaksanaannya dikeordinasikan ierlehih
dahulu dengan instansi pembina satuan pendidikan yaog bersangkutan,

EAR XIF
PENUTLF

Pasal 28

Dengan berlaskunya Keputusan Ind, Keputusan Menferi Pendidikan dan
Kebudavaan Nomor 02677071974, Nomor 0192/K/1975, Nomor 0127/K/19%6
dan Nomor 0445/U/1987 dimyatakan tidak berlakn.
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agal 29

Keputusan ini miolai berlaku pada tangyal ditelapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanpggsl i$ Mei 1997

MENTEEI PENDINKAN DAN KEBUDAYAAN,
T3
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojopegora

SALINAN Eeputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

2. [nspektur Jenderal Departemen Tendidikon dan Kehudayaun,

3. Dircktur Fenderal Pendidikan Dassr dan Meneagah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departernen Pendidikan dan Kebudayaan,
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Meaengah, dan Direlctorat Jenderal Pendidikan Tinggi di lingkungan Departemen
Pendidikan dan Eehudayaan,
Semua Gubernur Kepala Diaerah Tingkat L
Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan d¢an Echudayaan,
Direltar Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
Badan Pemeriksa Keuanpan,

. Kantor Perbendahavaan dan Kas Megara setempat,

. Komisi IX DFR-RI.

b e el
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Nalinan seswai dengan aslinya
Kepala Bire Hukum dae Hubungan Masyarakat
temen Pendidikan dan Kebudayaan,

4
“Mardiyah
MNIF 133344753
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